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KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu *

Atas karunia Ilda Shang Hyang Widhi Wasa, Laporan Kinerda Komisi
Pamilihan Umum Kabupaten Tabanan dapal tersusun dangan balk.

Penyusunan Laporan Kinerda Komisi Pamilihan Umum Kabupaten Tabanan
Tahun 2023 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presidan Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akunlabiitas Kinera Instansi Pemerintah. Acuan yang
digunakan merguk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinera dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinera Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 2023
menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebljakan serta
kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visl, misl Komisi Pamilihan Umum Kabupaten
Tabanan sabagai media perlanggungjawaban dan sebagai alat kendall serta alat
pandonong wuruj:ﬂnﬂﬁmd Governance., Komisi Pamilhan Umum Kabupaten
Tabanan memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinera
bemnentasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capalan Kinerja
Komisi Pemiihan Umum pada tahun 2023 atas sasaran yang dilelapkan secara
umum dapal memeanuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kami telah berusaha menyusun Laporan Kinerda Komisi Pemilhan Umum
Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ni dengan maksknal, apabila ada kekurangan kami
mohon maaf. Dan semoga Laporan Kinera Ini dapal memberikan informasi sebagai
paramater unfuk dapat memacu peningkatan kinera Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan di tahun berikutnya.

“Om Santih, Santih, Santih, Om




RINGKABAN EKBEKUTIF

Komisl Pernilihan Umum Kabupaten Tebanan sebagai salah satu instansi
pemerintah memilki kewajiban maenyusun Laporan Kinetda sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistern
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip
akuntabiitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagal suatu perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-saran yang lelah ditetapkan
meial suatu media perianggungjawaban yang dilaksanakan secara paricdik.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja sangat
dipariukan untuk mengetahul tingkat kemampuan pencapalan visi dan misi sera
tujuan dard Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Visi dan Misl tersebut
dicapai melalul 3 (tiga) sasaran yang ditusngkan dalam 2 (dua) program dan 7 (tujuh)
keglatan. Selslsh melsksanakan keglatan unluk dapal mencapai misi, wjuan dan
sasarannya, maka peru dilakukan evaluasi kinerja untuk menital keberhasilan atau
kegagalan dalam pelaksanaan keglatan. Penilalan dilakukan dengan inpul, output,
outcomea, benefit dan impact sebagai indiketormye.

Secara umum, bebempa capaian ulama kineda lahun 2023 dapal dilihat
pada Tabal sebagai berikut :
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berkusalitas

Jumiah Laporan Reformasi Birokrasi yang | 1 Laporan [T Laporan|  100%
disusun lepat waktu

Nilai Akuntabilitas Kinerja B | I E

Laporan Keuangan KPU Kabupsten | 1Laporan |1Laporan| 100%
Tabanan yang akuniabsl dan sssual
dengan Standar Akuntansi Pemarintah

Perseniase Ketedukaan  Informasi 100% 1007% 0%
Publik

Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyslenggaraan kepemiluan yang sesuai
dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi

menyelenggarakan Pemilu/Pamilihan
sesuai dengan jadwal dan katertuan yang
baraku

Sasaran 3 | Terwujudnya Pemilu Serentsk yang aman dan damal diserai
penyelesaian sengketa hukum yang baik '

Persentase KPU Kabupaten Tabanan 100% 100%: 100% |
melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang

Aman dan Damal

Fersentase Sengketa Hukum yang T00% 100% 100%

dimenangkan KPL Kabupaten Tabanan

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capalan kinera sasaran sirategls
yeng ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesual dengan
rencana yang telah ditelapkan. Keberhasilan Kinera Komisi Pemilhan Umum
Kabupaten Tabanan di Tahun 2023 tercermin dengan Terselenggaranya Tahapan
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan tahun 2023 sesuai
dengan Jedwal dan ketentuan yang beraku,



Hasil capaian pelaksansan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Ksbupaten
Tabanan gkan menjadi dasar dalam menentukan nilal  capaian  akhir
penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
salarma Tahun 2023 yang diharapkan dapal menjadi acuan dalam pelaksanaan
kegiatan ditahun berikutnys. Berdasarkan hasll evaluasi akuntabilitas kinerja dan
anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2023 tidak luput
dar kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan di masa mendatang, antara lain Periu peningkatan sosialisasi
Pemilihan Umum melalui media Sosial dan lambaga masyarakal yang berbasis
banjar serta pendidikan Pemillh dilakukan dengan metodefstrategi yang lebih variatif,
Mamberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data
pemiiih, sehingga tidak ada masyarakal yang tidak terdafiar dalam Daftar Pemiih
Telap (DPT). Panyusunan Reguiasi harus disusun lebth awsal agar fidak mengganggu
tahapan dan |[adwal yang lelah dilelapkan. Regulasi yang sering berubah dan
mandadak menyebabkan kesulitan dan membingungkan ditingkat bawah/pelaksana
yang mana hal tersebut dapat menghambal pelaksanaan Tahapan Pemilihan
Umum/Pemilihan.
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BAB I
FENDAHULUAN

A. LATAR BELAHANG

Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
Momaor 7 Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam
MNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1045, Penyelenggaraan
pemilihan umum beriujuan untuk memilih anggota Dewan Parwakian Rakyat,
Dewan Perwakian Daerah, anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyal, Sedangkan
Pamilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Waki Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebul Pemilinan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penatapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Momor 1 Tahun 2074
fentang Pemilihan Guberur, Bupali dan Walikota menjadi  Undang-Lindang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi
dan kabupatan'kota untuk memilih Gubamur dan Wakil Gubemur, Bupali dan
¥akil Bupat, danfatau Wall Kota dan Wakil Wall Kota secara langsung dan
demokratis.

Berdasarkan Undang Uindang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilibkan
Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang MNomar 1 Tahun 2014 tentang
Pemillhan Gubemur, Bupati dan ‘Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana twlah beberapa kali diubah, terakhir dangan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Momor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kefa Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah
dengan Kepuluean Komisi Pemilihan Umum Memeor 3 tahun 2021 tentang
parubahan atas peraturan Komisl Pamillhan Umum Nomor B8 tahun 2019
ientang fata kerja Komisl Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pamilihan Umum Kabupaten/Kots, bahwa Komisl Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota merspakan bagian dar Komisl Pemilihan Umum  ssbagal



palaksana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Limum Anggata DPR, DPD dan

DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dl Kabupaten'Kola serla Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Mola juga sebagai pelaksana Pemillhan Bupati dan

Wakil Bupati atau Wall Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan seabagai salah satu
instansl pemerintah juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinera
sebagaimana yang dismanatkan dalam Peraturan Pregiden Nomor 29 Tahun
2014 sebagai bentuk penermpan prinsip-prinsip akundabilitas. Akuntabilitas
kinerja  didefinisikan sebagal sualu perwujudan kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi
dalam mencapal fujuan-lujuan dan sasaran-sasaren yang telah ditetapkan
melalul suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Acuan yang digunakan datam penyusunan Laporan Kinerja adalah ;

1. Peraluran Presiden Momor 20 Tahun 2014 tentang Sistern Akuntabilites
Kanarja Instansi Pemaerintah,

2. Peraturan Menterd Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasl Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinarja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kineda Instansi
Pemerintah, dan

3. Keputusan Komisi Pemiinan Umum MNomor SPR.031-Kpts/03/KPLU2018
tentang Petunjuk Teknis Peganjian Kinerga dan Pelaporan Kinera di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun
2023 menggambarkan bngket pencapaian pelaksanaan kegialan/program/
kabijakan dan kegagalan dalam mewuludkan sasaran, visl, misl Komisl
Pamilihban  Umum  Ksbupaten Tabanan serta sebagai media
pefanggungiawaban dan sebagal alat kendali serta alat pendorong terwujudnya
Good Govemnance. Laporan Kinerja Komisi Pemillhan Umum merupakan wujud
petdanggungjawaban Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya, sera sebagai bahan analisa dalaem membuat
kebijakan uniuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS. DAN FUNGSI

Karristh Pemiliban Umum Kabupaten Tabanan sebagal suatu sub sstam
dari Komisi Pemilihan Umum, menempatl kedudukan yang cukup penting dalam



menjaga proses lahepan penyelenggarman Pemilihan Umum dan Pemilinan
dangan melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemilu, yang mellputi :
mandir, jufur, adil, kepastian hukum, tertib penyelanggara pemilu, kepentingan
umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi,
dan efektifitas.

Adapun Tugas Pokok Komisi Pemillhan Umum Kabupater Tabanan
adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan antara lain :

1. Merencanakan pelaksanaan Pemilhan Umum di Kabupaten Tabanan:

2. Melaksanakan Pemilihan Umum di Kebupaten Tabanan;

3. Membentuk Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah Keranya;

4. Mengkoordinasikan kegiatan panitie pelaksana Pamilhan Umum  di
kabupaten Tabanan, sampal dengan;

5. menatapkan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, selain itu juga;

€. melaksanakan tugas lain yang diberkan cleh Komisi Pemillhan Umum dan
Komisi Pemiihan Umum Provinsi merupakan tugas pokok dar Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Memer T Tahun 2017 tentang
Pamillhan Umum dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga
penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifal nasional, letap dan mandiri yang
mempunyei tugas, wewenang dan kewajiban menyslenggarakan Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, ketentusn pasal 9 Undang-Undang
Momor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifal
higrarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupalen/Kota adalsh bagian darl Komisl Pemilihan Umum yang bersifat tetap
sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum
dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisl Pemilihan Umum Provinsl
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu nleh
Sekretarat Komisi Pamilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisl Pemilihan
Limum Kabupaten/Kota.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagal pelaksana

kegiatan penyelenggara Pemillhan Umum di Kabupaten Tabanan mempunyal

tugas dan wewenang serla kewajiban sebagaimana dialur dalam ketentuan
Pasal 18, 18 dan 20 Undang-Undang Nemor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagal barikut :

1) KPU Kabupaten Tabanan bertugas

a.
b.

menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

medaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kkabupseten Tabanan
berdasarkan katentuan peraturan perundang-undangan;
mengkeordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan cleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Tabanan;

d. menyampakikan daftar pamilih kepada KPU provinsi;

memutakhirkan Data Pamilih berdasarkan Data Pemilih Pemilu terakhir
dengan memparhatican data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagal Daftar
Pamilih;

melakukan dan mengumumkan rekapiulasi hasil penghitungan suara
Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemiu Presiden dan Wakil
Presiden, dan anggota DPRD Provinsi Bali serta anggota DPRD
Kabupaten Tabanan berdasarkan berla acara hasil rekapitulasi suara di
PPH;

membuat berita acara penghilungan suara dan sertifkal penghilungan
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu,
Bawaslu Kabupatan Tabanan, dan KPU Provinsi Bali;

mengumumkan calon anggota DPRD ksbupaten Tabanan terpilih
sesual dengan alokasi jumlah kursi setiap Daarah Pemilihan di
kabupaten Tabanan dan mambuat barta acaranya;

menindakianjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Bawash Kabupaten Tabanan;

mensosialisasikan Penyelenggarazn Pemilu danfatau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tabanan kepada
masyarakat

melakukan eveluasi dan  membuat |laporan  setlap  tahapan
Penyelanggaraan Pemilu; dan



|, melaksanakan tugas lain yang dibarkan oleh KPU, KPU Provinsi Bali,
dan/atau ketentuan paraturan parundang-undangan



2) KPU Kabupaten Tabanan berwsnang :

3

b

menstapkan jadwal di kabupaten Tabanan;

membaniuk PPK., PPS, dan KPPS dalam wilayah kerfa Kabupalen
Tabanan;

manetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghilungan suara
Pemilu anggota DPRD Kabupalen Tabanan berdasarkan rekapitulasi
penghitungan suara di PPK dengan membuat Berila acara rekapitulasi
suara dan serfifikat rekapitulasi suara:

menarbitkan keputusan KPU Kabupaten Tabanan untuk mengesahkan
hasil Pemidu anggota DPRD  kabupaten Tabanan  dan
meangumumkannya;

menjaiuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktikan samentara
anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi Bali, putusan
Bawaslu Kabupaten Tabanan, dan/atau ketentuan perundang-
undangan; dan

melaksanakan wewenang laln yang diberikan olsh KPU, KPU Provinsl
Ball, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

KPU Kabupaten Tabanan berkewajban

melaksanakan semua lahapan penyslenggarsan Pemilu dengan tepat
wakiu;

memperiakukan Paserta Pemilu secara adil dan setara;

menyampaikan semua informasl penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat:

malaparkan pertanggungiawaban panggunaan anggaran sesuai dengan
ketenfuan peraturan perundang-undangan;

menyampaiken laporen  perfanggungiawaban  semua  kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU mealalui KPU Provinsi Bali;
mengelcda, memelihara, dan merawal arsip/dokumen sera
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retansi arsip yang
disusun olsh KPU HKabupaten Tabanan dan lembaga kearsipan
kabupaten Tabanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU
dan Arsip Nasional Republik Indonesla;



Mangelola barang nventaris KPU KabupstenTabanan berdasarkan
ketentuan paraturan perundang-undangan;

manyampaikan laporan periodik mengenai fahapan Penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi Bali serta menyampaikan
tembusannya kepada Bawaslu;

membual berita acara pada seliap rapat pleno KPL Kabupaten
Tabanan dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPFU Kabupaten
Tebanan;

melaksanakan dengan segera pulusan Bawaslu Kabupaten Tabanan;
menyampaikan data hasil Pemilu dar tlap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten Tabanan kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
satelah rokapitulasi di kabupaten Tabanan;

malakukan pamutakhiran dan memelihara data pemidih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesusi
katantuan parundang-undangan;

melakzanakan putusan DEPP; dan

melaksanakan kewajiban lain yang dibarkan oleh KPU, KPU Provins
Ball dan'atau peraturan perundang-undangan.

Salaln u sesual dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemuwr, Bupati dan Walkota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Lindang-Undang Momor 6 Tahun 2020, KPU Kabupaten Tabanan juga
memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati sebagai beriut :

4) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tabanan, meliputi ;

a.
b.

merencanakan program dan anggaran;

merencanakan dan menetapkan |adwal Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tabanan;

menyusun dan menatapkan tata keda KPU Kabupaten Tabanan, PPK,
PPS, dan KPFS delam Pemilihan Bupati dan Wekil Bupati Tabanan
dengan memperhatikan pedoman dar KPU dan/atau KPU Provinsi Ball;



I
b

manyusun dan menatapkan pedoman teknis unluk setlap tahapan
paryelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan sasual
dangan ketenluan peraluran parundang-undangan;

membentuk PPK, PP3, dan KPPS dalam Pemilihan Gubamur Bali sera
Pamilihan Bupali Tabanan;

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengéndalikan samua
tehapan penyelengoaraan Pemilihan Bupali dan Wakll Bupat Taebanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memparhatikan padoman dar KPLU dan/atau KPU Provinsi Bali;
menerima daftar pamilih dari PPK dalam penyvelenggaraan Pamilihan
Bupatl dan Wakll Bupati Tabanan;

. memuiakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan olsh Pemanntah dengan memparhatikan data

terakhir :

1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Parwakilan Dasrah, dan DPRD;

2. Pamilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Ball Bupatl dan ‘Wakil
Bupali Tabanan serta menatapkannya sebagal daftar pamilih;

menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubermur Bali dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Bali;

menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang telah

memenuhi parsyaratan;

menatapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

Pamilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan bardasarkan rekapitulas|

hasll panghitungan suara dar seluruh PPK di wilayah Kabupatan

Tabanan;

membual berita acara penghitungan suara serla membual sertifikat

panghitungan suara dan wajilb menyerahkannya kepada saksi pasera

Pemilhan, Bawaslu Kabupaten Tabanan, dan KPU Provinsi Bali;

. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Tabanan untuk mangesahkan

hasil Pemilihan Bupatl dan ‘WWakil Bupati Tabanan dan
mengumiumkannya;

mengumumkan Calon Bupatl dan Wakil Bupali Tabanan lerpilifh dan
dibuatkan berila acaranya;



. melaparkan hasil Pamiihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan kepada

Menter Dalam Negeri metalui Gubemur Ball dan kepada KPU melslui
KPU Provinsi Bali;

menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupsten
Tabanan atas lemuan dan laporan sdanya dugaan pelanggaran
Parmilihan;

mengenakan sanks| administratif dan/atau mencnaktifkan sementama
anggola PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Tabanan, dan
pegawai sekretarial KPU Kabupaten Tabanan yvang terbukfi melakukan
tindakan yang mengakibatkan lerganggunya tahapan
penyelenggaraan pemilhan berdasarkan rekomendasi Bawasiu
Kabupaten Tabanan danfatau ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan danfatau yang
berkaitan dengan tugas KPU Kabupalen Tabanan kepada masyarakat;
melaksanakan lugas dan wewenang yang berkaltan dengan Pemilihan
Gubemur Bali sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsl Ball:

medakukan evaluasi dan membual laporan penyelenggamaan Pemihan
Bupati dan Wakil Bupati Tabanan;

menyampaikan hasdl Pemilfhan Bupati dan Waki Bupati Tabanan
kepada KPU Provinsi Bali, Gubemur Ball, dan DPRD kabupsaten
Tabanan; dan

melaksanakan tugas dan wewanang lain yvang diberikan oleh KPL, KPL
Provinai Ball, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) KPU Kabupaten Tabanan dalam Pemillhan Bupati dan Wakil Bupati
Tabanan wajib :

a.

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilhan Bupati dan
Wakil Bupall Tabanan dengan tepat waktu;

memperakukan pesarta Pemillhan GCalon Bupat dan Wakil Bupati
Tabanan secara adil dan setara;

menyampalkan semua informasl penyelenggaraan Pemiihan Bupati
dan Wakil Bupati Tabanan kepada masyarakat;



d. melaporkan peranggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. menyampaikan laporan  pertlanggungjawaban  semua kegistan
penyelenggaraan Pemilihan Bupall dan Wakll Bupall Tabanan kepada
Menterd Dalam Neger melalui Gubemur Bali dan kepada KPU melalui
KPU Provinsi Ball;

f. mengelola, memeilhara, dan merawat arsip/dokumen sera
melaksanakan penyusutannya sesual dengan ketentuan peraluran
parundang-undangan;

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Tabanan sesual dangan
katentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan penodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pamikhan Bupali dan Wakil Bupati Tabanan kepada Menter Dalam
Megeri medalui Gubemur Bali, kepada KPU melalul KPU Provinsi Bali
sara menyampalkan lembusannya kepada Bawaslu Provinsi Bali;

I. membuat Berita Acara pada setfiap Rapat Pleno KPU Kabupaten
Tabanan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

|- menyampakan data hasil Pemillhan darl tlap TPS pada tlngkat
Kabupaten Tabanan kepada pesaria Pemilihan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Tabanan,

k. melaksanakan Keputusan DEPP; dan

|. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Bal
danfatau keientuan peraturan perundang-undangan,

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan
Umum dibantu oleh Sakretariat Jenderal Komisi Pamilihan Umum, sedangkan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kemisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provensi dan Sekretarat
Komisi Pemilihan Umum Habupaten/Mota. Sekretariat Komisl Pemilihan Umurm
Kabupaten/®ola  dipimpin  oleh  Sekretaris  Kabupaten/Kota  vang
bernanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Sesual dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 téntang
Pamilihan Umum, Sekretarat Komisi Pemilihen Umum Kabupaten/Kota
bartgas :
a8, membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif,
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c. membantu  pelsksansan tugss KPU  Kabupaten/Maota  dalam
manyalenggarakan Pemilu;

d. membantu pendistribusian perengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota
DPFR, DPD, Presiden dan Wakil Presidan, serta DPRD;

g, membantu perumusan dan penyusunan rancangan kepuiusan KPL
Kabupaten/Kota,

f. membantu penyusunan laporan  penyelenggaman kegialan dan
pertanggungiawaban KPU Kabupaten/ola; dan

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas leinnya sasuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sekratariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

8. mengadakan dan mendistribusikan parlengkapan penyelenggaraan pamilihan
bupati'walikota bardasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang
ditetapkan oleh KPL;

b. mengadakan parlengkapan penyelanggaraan Pamilu sebagaimana dimaksud
pada hurul & sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesual
dengan peraturan penindang-undangan yang bariaku.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenKota berkewajiban:
&. manyusun laporan perfanggung@awaban Kauangan;

b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

£. mengelola barang inventarie KPU KabupataryiKeta,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kola bertanggung jawab dalam
hal administrasi keuangan serls pengedaan barang dan jasa berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Sesual Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor 14 Tahun 2021
Tentang Susunan Organisesi dan Tata Kara Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemiihan Umum Kabola, Sekretarlal Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten terdir dar :

1. Subbaglan Keuangan, Umum, dan Logistik;
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2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat;

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan

4, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.
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C. STRUKTUR ORGANISASI

Sumber daya manusia di Komsi Pamilinan Umum terbagi menjadi dua
komponen utama, yeilu komponen Anggola Komisi Pemiihan Umum dan
komponen pegawai sekrelarial. Anggota Komisi Pemilban Umum memiliki
masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilekukan pengambilan
sumpah jabatan. Anggota Komisi Pemithan Umum memiliki latar belakang yang
sangal bervariasi, mulai dar ekademisi. akiivia atau tokoh masyarakat,
pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawal sekretanat
terdini dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan Pegawal Pemerintah

Mon Pegawal Neger (PPNPN).

a. Anggota Komisi Pemilihan Umum
Anggota Komisi Pamilihan Umum merupakan pimpinan di Kemisi Pemilihan
Umum di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota Komisi Pemilihan Umum
manjadi aspek utama dalamn pengambilan kebljakan organisasi di masing-
masing tngkatan. Anggota Komisi Pemillhan Umum sangat strateqis dalam
mewamal dan membawa organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam
menjalankan peran dan fungsinya, serfa dalam mencapai visi dan misi
organisasl yvang telah ditelapkan.

b. Sekretarat Jenderal dan sekmtariat di tingkat provinsl dan kabupatenfkota
Sekretarat Jenderal dan sekretariat di tingkatl provinsi dan kabupatenkola
juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi Komisi Pamilihan
Umum. Sekretarial memainkan peran  krusial  dalam  mendukung
implementasl kebljaken yang diambil oleh Anggota Komisl Pemilihan
Umum. Tanpa dukungan dar sekretaratl, kebljakan vang telah diputuskan
tidak akan optimal dalam mancapal lujuannya.

Strukiur organisaai Komisl Pamillhan Umum Kabupaten Tabanan dapatl
dilihat pada gambar dibawah Ini ;
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ARGEOTA-ANGEOTA

SEKRETARIS

TEMAGS
PROFESIINAL
SUER BAAN SLIE BAGIAN TEENTS 5B BACAAN S8 BAGIAN HLUELM
KLLURHIGAN, LWLIM PEMYELEMGGARAAN PEREMCAMALN DATA [LAS SLIMBER DYA
AN LoEETIL PEMILL, BARTISIPASI, EuhR M ORRAAS) PANLUSA,
[N HUPRAS

Jumiah pagawai Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebanyak 32

(tiga puluh dua) orang dengan status kepegawaian sebagai barikut ;

Komigioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terdiri dari 1

(satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (ampat) orang anggots.

Pegawal dengan status organik, vang diangkat olsh Sekretars Jenderal
Komisi Pamilihan Umum yang merupakan pegawal milk Komisi Pemilihan

Umum sebanyak 15 (lima belas) orang.

Pegawal Pemarintah Non Pegawal Neger (PPNPN) adalah pegawai yang
diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umuem Provinsi Ball untuk masa

kerja salama 1 (satu) tabun sebanyak 12 (dua belas) ommang.

AnggotaMomisioner Komisl Pamiihan Umum Kabupaten Tabanan

No. | Nama Jenis Jabatan/Divisi
Kelamin
1 | Wayan Suwitra, SH Laki-lak Ketua/Divis|
Keuangan, Limum,
dan logistik
Z AA sl Bintang Juniantarl, | Perempuan | Anggota/Divisi
S Psi Hukum, dan
I Pangawasan
'3 | Wayan Mudita, SE Laki-laki Anggota/Divisi
Perencanaan,
| Data dan Informasi
4 | M Komang Yuni Lestar, | Perempuan | Anggota/Divisi
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Mama

| Jenis
Kalamin

' Ni Putu Suaryani, ST.

Jabatan/Divis|

Teknis Pamilu, dan |
Hupmas

Perempuan

Anggola/Divisi
Sosialisasi,
Pendidikan
Pemilih, Partisipasi
Masyaraskat, dan
SDM

Pegawal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

| No | Mama Jenis Jabatan
Kelamin
1 ::'.ml Nyoman Swandika, | Laki-laki Sekretars
| Wl
2 | | Made Suartka, SE. Laki-laki kKasubbag Hukum
dan SDM
a Puiu Eviyanti Dewi Lestarl, | Perempusn | Kasubbag Teknis
ar, Panyslenggarasn
Pemilu, Partisipasi
dan Humas
4 Gs! Ayu Putu Kristiana | Persmpuan | Kasubbag
Dewi, SH. Keuangan, Urmum
5 | Made Rika Hendrawan, | Laki-laki Kasubbag
SE, Perencanaan Data
- dan Informasl

Daftar Pegawai Sekretariat Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No Pangkat Gol, Ruang Jumniah
E Pembina Wib 1
2 Penata Tk. | liid 3 o
3 Penata e 3
4 Penata Muda Tk_| b 3
5 Penata Muda lilia -
& | Pengatur Tk. | _liid 4
7___ | Pangatur Ilie. 1
Jumiah 15
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Dafiar Pegawai Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Tebanan
Berdazarkan Pendidikan Formal

Pendidikan Jumlah
ELmeai Or Lakidaki | Perempuan
2 =,
FIER
3 [od
4 | SMA
5

B

3

=

" |

5
3

SMP
| sD
Jumlah 15

||| 1 [cof—==

8

=4 b |0 (a3} A b=

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manuzia, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tabanan selalu mengiimkan Pejabat struktural maupun staf
untuk menglkuti pendidikan non formal berupa diklatkursusipalatinan yang
disalenggarakan oleh Komis! Pemiiihan Umum, Komisi Pamilihan Umum Provins
Bali dan Instansi tarkait lainnya.

D. ISUISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMURM

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota

OPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Habupaten/Hota, serta Pamilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, perubahan strukiur kelembagaan Komisi Pemilihan
Umum, dan parmasalahan proses Pamilihan Umum dan Pemilihan vang masih
tarjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, lsu-lsu sirategis yang dihadapi
Komigi Pamilihan Umum antara lain adalah sebagai barikut ;

1.

maningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan
agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan
adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;

meaningkatkan kualitas sumber daya manusia Komisi Pamilihan Umum agar
tercipla sumber daya yeng profesional, mandir, berintegritas, dan
hertanggung jawab;

melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem
informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilinan Umum
yang transparan, cepal, akural, dan kredibel, khususnya sistem Informasi
dalam rekapilulasi hasil penghitungan suara;
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. maningkatkan parisipasi pemempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan meningkatkan partisipasi pamiliih dalam Pemilihan Umum:

. meningkatkan kualitas pandidikan pemilih di Indonesia;
. malanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk

menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang baik,
bersih dan berwibawa, sefta membedkan pelayanan prima kepada pemilih
dan semua pemangku kepentingan;

meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan
negara;

molakukan kKajian dan menyusun regulasi sera prosedur pemungutan dan
penghitungan suara Pemilinan Umum Serentak 5§ (lima) surat suara agar
proges pamungutan dan penghitungan suara di TPS dapat beralan sesual
undang-undang dan mengurangi tingkal kesalahan;

mamastikan penyusunan regulasi ke-Pemilu-an yvang komprahensif, tegas,
progresif, dan partisipatif, dan

10. peningkatan aksesibilitas Pemilihan Umum terhadap pemillh disabilitas.
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BAB Ul
PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN) 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPNM) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan priortas untuk masing-
masing Rencana Pembangunan Jangka Manangah Masional (RPJMN). Dalam
pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tshap ke-4, yakni pada tahun 2020-
2024 bertujuan unfuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menakankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis
sumber daya alam yang lersadia, sumber dava manusia vang barkualitas, sera
kemampuan ilmu pengelahuan dan ieknologi. Visi dar Pembangunan Nasional
tahap ke adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapal visi
tersebut pemerntahan terpilih telah menstapkan agenda pembangunan
nasional. Didalam agenda pembangunan nasional tersebut terdapat 9
{Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Mawacita, Kesembilan
agenda pambangunan prioritas tarsebut adalah sabagai berikut:

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

Struktur Ekenomi yang Produktlf, Mandin, dan Berdaya Saing;

Pambangunan yang Merata dan Berkeadilan;

Mencapal Lingkungan Hidup yang Berkalanjutan;

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

Penegakan Sisten Hukum yang Bebas Korupsi, Bermariabat, dan

Tearparcaya;

7. Perindungan begl Segenap Bangsa dan Memberkan Resa Aman pada
Saluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemenntahan yang Barsih, Efeklif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Dasrah dalam Kerangka Megara Kesatuan,

3 oW

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah salu lembaga negara memiliki peran
strategis untuk mendukung pencapaisn dari egenda priontas pembangunan
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nasional nomar 8 (delapan) yaitu membual pemearintah tidak absen dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratls, dan
terpercaya. Agenda Priorilas ini memilki 5 sub-agenda priorilas yang memiliki
keterakaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, Kelima
sub-agenda prioritas fersebut antara lain sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong
kemitraan lebih kuat antara pemeriniah, swasta dan masyarakat sipll
yang akan ditsmpuh dangan strategi:
1} pengembangan kebijakan ke-Pemilu-an vang demokratis termasuk

2
3)
4)
5)
&)

7)

8)

9)

yang terkail dengan pembiayaan Kampanye Pemilihan Umum dan
pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;

pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalul sanksi yang
lebin keras;

panyalenggaraan Pemilihan Umum 2018 yang aman, damai, |ujur,
adil dan demokratis;

peningkatan kapasilas lembage penyelanggara Pemilihan Umom;
fagilitasi peningkatan paran pariai politk;

penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk
kabaranjutan perannya dalam mendorong proses demokratisas:,
penguatan koordinasl pemantapan pelaksanaan demokrasi pada
lembaga pemerintah;

penguatan kerja sama masyarakat polfitlk, masyarakat sipil,
masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses
demokratisasi; dan

pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dar
lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat
melaksanakan fungsi pangkajian, pendidikan ke-Peamilu-an dan
pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

b, Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, vang ditempuh
undang-undang yang mengaiur tentang Pemilihan Umum yang dapat

membarikan pembatasan penpeluaran  partal  bagl kepentingan
Pamikhan Umum:



1) parubahan undang-undang tentang partal politik untuk meandorong
palembagaan parai politik dengan mempearuat sistem kaderksas)
rakrulmen, pangelolaan keuangan pariai, pengaturan pembiayaan
partal poliik melalul Anggaran Pendapalan dan Belanja Negars
{APBNAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
membangun paital pofitik sebagal pirantl dasar pambangunan
damokrasi;

2} pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an,
sistom keparaian, dan sistem presidenaial,

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempumaan sisiem manajemen dan pelaporan kinerga instansi
pemarintah secara tarintegrasl, kredibsl, dan dapal diskees publik yang
akan ditempuh melalui strategi antara lain:

- penguatan kebijakan sistem pengawasan intarn pamerintah;

- penguatan pengawasan terhadap kinera pembangunan nasional;
dan

- pemantapan [Implemantasl Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pamarintah (SAKIP) pada seluruh Instansi pusat dan daerah,

b. Penerapan e-govemment untuk mendukung bisnls proses pamerintahan
dan pembangunan yang sederhana. efisien dan transparan, dan
terintegrasi yanp dilaksanakan melalui strategi, antara lain :

- penguatan kebijakan e-govarnment yang mengatur kelembagaan e-
govemment;

« penguatan sistem dan infrasirukiur e-govermnmmaent yang terintegrasi;

- penyempurnaanpenguatan sistem pengadaan secara elekironik
serta pengembangan sistem katalog elekironik; dan

- pengualan sistem kearsipan berbasis teknologl informasi dan
komunikasi,

c. Penerapan cpen government merupakan upaya unfuk mendukung
teraujudnya penyelenggaraan pemedrintahan yvang terbuka, parisipatif
dan akuntabel dalam penyusunan kebljakan publik, sera pengawasan
terhadap penyelenggaraan negara dan pemenntahan. Strategl
pelaksanaannya dilempuh antara lain



Pembentukan Pejabat Pangelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pada setiap badan publik negara;

peningkatan kesadaran masyarakal tentang keterbukaan informasi
publik;

publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan anggaran ke dalam wabsite masing-masing KLD:
penyediaan ruang parisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan publik;

peangembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif vang
dapal diakees publik;

diterbitkannya Standard Operaling Procedurs (SOP) layanan pubilil;
pengelolaan Siglem dan Jaringan Informasi Kearsipan Masional; dan
penguatan lembaga pangarsipan karya<karya fotografi Indonasia,

3. Meningkatkkan Peranan dan Katerwakilan Perempuan dalam Politik dan
Pembangunan.
a, Meningkatkan kualitas hidup perempuan di  berbagai bidang
pambangunan yang akan ditempuh dengan strategi :

1)

2}

3)

peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pambangunan
lantang pentingnya pengintegrasian perspekill gender dalam
berbagal tahapan, proses. dan bidang pembangunan, di tingkat
nasional maupun di daerah;

penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender (FPRG) 4i berbagai bidang pembangunan, di tingkat
nasional den daerah; dan

peningkatan pemshaman masyarakat dan dunia usaha tentang
pentingnya kesataraan gender.

b. Meningkatkan paran perempuan di bidang palitk, dengan sirategi yang
ditempuh adalah;

1)

Penguatan Undang-Undang Partal Politk bagl pelaksanaan
kebijakan afirmatif tentang pemenuban minimal 30% (tiga puluh
parsen) koterwakilan perempuan dalam paremen dan

kepengurusan partal politik;



2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politk untuk pemenuban minimal
30% (tiga puluh persen) kelerwakilan perempuan sebagal calon
anggola legislatil sebagal prasyaral keikulseriaan dalam pemiihan
umum;

3) Peningkatan kapesitas perempuan, termasuk perempuan dari
kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemeénuban hak
politk termasuk sebagel kader atau calon anggota legislatif, sera
sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.

4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
ketarwakilan perempuan dalam partai politk dan sebagal anggota
legisiat,

5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan
tantang pantingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan
proses pembangunan di semua bidang.

&) Pambangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonssia,

4, Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan
Pubdik.
a. Membangun Keterbukaan Informasl Publik dan Komunlkasi Publik, yang
akan diternpuh dengan strategi

1) Pengembangan kebijakan bidang Kkomunikasi dan informasi
termasuk keterbukaan informasi  publik, pengelolaan  dan
penyebaran informasi pubdik;

2} Fasilitasi untuk mendorong instansi pamerintah pusat dan daerah
wajib membuat laporan kinerja, serla membuka akses informasi
publik sesual dengan UU MNo. 14 tahun 2008 dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif,
efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

3} Fasilitasi dorongan bagl pembentukan dan penguatan peran PPID
dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara
berkualitas;

4) Fasilitas! untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program
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2)

8)

7
8)
9)

kabjakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta
alazan pengambilan keputusan;

Penyediaan konlen informasi publik berkualilas untuk maningkatkan
kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan
lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terduar, teftinggal
dan rawan konflik;

Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya,
kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustika sebagai media
penyebaran informasi publik vang sfakiif,

Kampanye publik terkait revolusi mental;

Panguatan sumbar daya manuslia bidang komunikasi dan informasi;
Panguatan Government Public Relaion (GFR) untuk membangun
komunikasi interaktil antara pemeriniah dan masyarakal:

10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
Mendorong masyarakal untuk dapat mengakses informasi public dan

memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi ;

1)

2)

4)

penguatan kemitraan dengan pemeriniah  daerah, organisas
masyarakat sipll, swasta dan media unfuk mengedukasl masyarakat
menganal pentingnya informasi publik dan berpartisipasl dalam
proses penyusunan dan pengawasan kebljakan;

pengualan literasi media dalam peningkatan kesadaran,
kemampuan dan kapasitas masyarakat unfuk memillh dan
memaniaatkan media sesual dengan kebutuhannya;

diseminasi informasi publik terkait dengan priontas  program
pembangunan nasional maeialul barbagal madia.

g, Penyempumaan dan peningkatan kualtas reformasi birokrasi nasional

Festruktunisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektf, efisien,
dan sinergis, yvang ditempuh melalul sirategl penyvempumaan desain
kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerntah MNon
Kemantarian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan
kelembagaan Internal pemerintah pusal dan daerah yang mencakup
evaluasifaudit organizasl, penataan fugas, fungsl dan kewenangan,
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penyaderhanaan strukiur secara vertikal dan/atau harizontal, dan
penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di dasrah,

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang
ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata
kelola pengelolaan reformasi birckrasi nasional; penataan regulasi dan
kebijakan di bidang aparatur negara; peruasan dan fasilitasi
pelaksanean Reformasl Birokrasi (RB) pada instanai pemerintah
daerah; dan penyempumaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformas
Birokrasi Nasional (RBN ).

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara [(ASN) yang transparan,
kompatitlf, dan barbasie ment vang dilaksanakan melaki strategi antara
lain: penetapan formasi dan pengadazn Calon Pegawal Neger Sipll
dilskukan dengan sangal seleklii sesual priortas kebutuhan
pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan saleksi
pegawai yang transparan, kompaetitif, barbasis teknologi informasi dan
komunikasi; penguatan sistem dan kuslitas penyelenggaran diklat;
penerapan sistem promos| secara terbuka, kompelifif, dan berbasis
kompetens! didukung cleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN), penerapan sistem manajemen kinerja
pegawal, dan penguatan sistem informas] kepegawalan naslonal,

d. Peningkalan kualitas pelayanan publik vang ditempuh melalul strabeg,
antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang MNomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong
inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam
palayanan publi; dan panguatan kapasitas dan afektivitas pangawasan
pelayanan publik,

Dalam kaitannya dengan 5 (lma) sub agenda dar proftas agenda
pembangunan kedua, Komisi Pemiliran Umum meamiliki paran yang relevan
untuk mewujudkan sasaran strategis dar masing-masing sub agenda tarsabut.
Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berianggungjawab terhadap
panyelenggaraan Pamilinan Umum, jelas memilki tanggungjawab yang basar
uniuk marealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tabun 2024
manjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga pulub tujuh), parsipasi pamilib
pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat menjadi 85% (delapan puluh
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lima persen), serta terselanggaranya Pemilihan dan Pemilhan Umum secara
aman, adil, dan demokralis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang
penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam
pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di
dalam Pemilhan Umum dan sebagal penyelenggara Pemillhan Umum di semua
tingkatan, Dengan semakin banyaknya pérempuan menjadi panyelenggara
Pamillhan Umum dl samua tingkalan, maka kualitss hidup perempuan dan
keterwakilan perempuan delam pembangunan skan meningkat. Keterbukaan
atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan
Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi
terwujudnya Peamilihan Umum yang berkualitas dan barintegritas. Komisi
Pamilihan Umum memiliki kepantingan yang sangat kuat untuk mendorong agar
prosas penyelanggaraan Pemilikan Umum dan seliap kegiatan Komisi
Pemillhan  Umum  dilaksanskan secara  transparan dan  dapat
dipertanggungiawabkan  kepada  publik.  Selain  transparansl  dan
pafanggungjawaban kepada masyarakal, elemen |ain yang tidak kalah penting
adalah partisipasl publik dalam pengambilan keblakan. Pemilfhan Umum yang
inclusive adalah Pemiihan Umum yang melibatkan semua pemangku
kepentingan  unfuk tedibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan
masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara.
akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses
perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya fransparans,
pertanggungjawaban kKepada publik, dan parisipasi publik dalam Peamilihan
Umum maka kepercayasn masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan
semakin meningkat Kepercayaan publik sangat dibulubkan Komisl PamiBhan
Umum untuk menyslenggarakan aven Pemilihan Umum atauw Pemilihan yang
rawan dengan konflik kepentingan aniar pesera Pemilihan  Umuam.
Panyempurnaan dan peningkstan kualitas reformasi birokrasi di lembagae
Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangal serius karena
selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan
reformas| birokrasl. Pengelolaan keuangan negara balum dilakukan satara
afekiif, efisian, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga
belum dilakukan secara cepal, dan mekanisme reward and punishment bagi
pegawai Komisi Pemilihen Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi
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birokrasi vang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh HKomisi Pemilihan
Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga
nagara vang bersih, akuntable, efektif, efisien dan berwibawa di matia
masyarakat baik nasional maupun intemasional.

RENCANA STRATEGIS
Substansi Parencanaan Sirategis adalah  rangkalan proses

pengambilan keputusan yYang barcrientasi pads hasil yang dicapai selama kunin
wakiy =atu  sampai denganm lima tahun, secara sistematis  dan
berkesinambungan dengan mamperhitungkan potensi, peluang dan kendala
vang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan susiu Rencana Strategis instansi pamerintah,
vang selidaknya memuat visl, misi, tujuan, sesaran, sirategi, kebljakan, dan
program. serta ukuran keberhasiian dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah
awal unluk melakukan pengukuran kinera instansi pemerintah, Perencanaan
Sirategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya
manusia dan sumber daya alam lain agar mampu meénjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetep berada dalam
tatanan sistem manajamen nasional.

Perencanaan Siralegis memuat sejumiah fakta, persocalan dan
argumentasl mendasar pemilihan salu program dan kesiapan serta bagaimana
melaksanakannya, uniuk dimplemantasikan oieh seluruh jajaran organisasi
dalam rangka pancapakan tjuan.

Visl barkailan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana
Iinstansl Pemaerintah akan diarahkan agar dapat barkarya secara konsisten dan
tetap eksis, antisipatf, inovatif, serta produkiif (LAN_RI, 2003:7). Dengan
demikian visi adalah suatu gambaran menanlang tentang keadaaan masa
depan yang barisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Unluk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang
ekan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijebarkan dalam tujuan dan
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RARATAN sirategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan intemal dan
skslernal yang merupekan kondisi spesifik yang ingin dicapal olah organisasi
dalam memenuhl visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan
kembali dalam konsepsl yang bebih operasional dalam bentuk strategi.

aLodil R MIE N AT RADUpaten atanan adalan ©

Visi Komisi Pemilihan Umum Kebupelen Tabanan menggambarkan
kendisi ke depan yang ingin dicapai melalul serangkalan Program dan
Kegiatan yvang diselesaikan dalam periode 5 (Ema) tahun vaitu Tehun 2020-
2024. Visl Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pariode 2020 — 2024
adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan
Borintegritas”,

Sejalan dengan ilu, maka pengertian kata mandin, profesional dan
berintegritas adalah sabagal berikut

1. Mandiri memiliki i bahwa Komisi Pemilikan Umum Kabupaten Tabanan
bebas dari pengaruh pihak mana pun, diserai dengan fransparansi dan
pertanggunglawaban yang |elas sssuai dengan peraturan perundang-
undangan.

2. Intagritas marmiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabal.

3. Profesional mamiliki artl barkepastian hukum, berkompeten, aksesiilitas,
tertib, terbuka, proporsional, efektif, efislen, dan mendahulukan
kepentingan umurm.

Pernyataan viel diatas merupakan gambaran tegas dari komitman
Komksl Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,
transparan, akurtabel dan mandir serta dilandasi dengan makanisme kefja
yang efeklif, efisian, barpagang teguh pada etika profesi dan jabatan,
berintegritas linggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi
Pamilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
terparcays dan profesional dalam metaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitnen penuh untuk kut
mengambil bagian dan upaya meningkatkan kualitas sumber dava manusia
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Indenesia, khususnya di bidang poliik kepemiuan. Relevansi parnyataan visi
Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda priortas nasional
yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efekiif, demokratis dan terpercaya serla peningkatan kualitas
sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya
Komisi Pemilihan Umum memperkual brand image organisasi menjadi
penyelenggara pemilihan umum yang berntegritas, profesional dan mandiri
demi terwujudnya kualites penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah :
Misl merupakan sesualu yang harus dilaksanakan agar fujuan

arganieasl dapat terlakeans dan berhagil dengan baik, sesual dangan Visl
yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan parmyataan misi,
diharapkan intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan plhak-
pihak lsin yang berkapentingan dapat mengetahul peran dan program-
program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Misi Komisl Pamillihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan rumussn
umum upaya-upaya yang dilaksenaken obeh seluruh  jajaran  ontuk
mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode
2020 - 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanskan
misi Presiden dan Wakil Presiden nomor B, “Pengelolaan Pemerintahan
yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uralan sebagal berkut

1. Menjgdi penyeienggara pemilu yeng berintegitas demi lerpilibnya
pemimpin yang barintegritas, sehingga mampu mewujudkan Tabanan
yang Santhi lan Jagadhits.

2 Mewujudkan penyelanggaraan Pemilu yang barpedoman pada azas ;
mandird, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,
kelerbukaan, proporsionalltas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiens!, dan
afekiivitas demi menjaga suara rakyal adalah suara Tuhan;

3. Menjadi pusat layanan bagi stake hofder Pemilu dan Pemilihan secara
adil tanpa keberpihakan;

4, Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk
meningkatkan partisipasi dan kualitas pamilih;



6 Mangoptimalkan pemanfaatan teknologl infarmasi dalam
penyelenggaraan Pemilu;

6. Menjadi organizasi dengan kedudukan kuai dalam  sistem
Kelatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata
demckratis.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Progfam dan Kegiatan

Komisl Pemilihan Umum Kabupalen Tabanan periode 2020 — 2024 yang

sacars garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciplanya organisas| Komisi Pemilihan Umum yang mampu
melgksanakan tugas dan fungsinya dengan balk, disertal dengan
kewibawaan dan kejujuran tanpa dipenganuhi clah entitas lain; dan

2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemifihan Umum dan Pamilihan,

OIS Femilinnan vhmum Sabupaten Tabanan
Dalam rangka mewujudkan visl dan mealaksanakan Misi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, maka tujuan yang ditetapkan Komisl
Femilitan Limum Kabupaten Tabanan adalah sebagal barikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandin, professional dan
barintegritas;

2. Menyslenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang
demokratis, tepat waktu, afizien dan efekif: serta

3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung,
Umum, Babas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Parencanaan yang baik merupakan piljakan awal untuk menentukan
arah kebijakan yang strategis melalui panatapan program dan kegiatan
yang tepat, Parencanaan yang bersifal strategis merupakan acuan bagl
semua pihak dalam  memformulasikan  kebljakan, melakukan
pemantauan/monitering, dan mengevaluasl program agar sasaran
kaglatan yang talah ditetapkan dapal dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Stralegis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum HKabupalen
Tabanan Tahun 2020-2024 menpakan pedoman selama lima tahun ke
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depan serta panduan pelakeanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan, yang disusun dengan mempertimbangkan
perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkul potensl,
peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi
Pamilihan Umum Kabupaten Tabanan. Renstra dirumuskan untuk menjadi
arahan bagl seluruh jajaran Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Tabanan
dan pera pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran
vang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020 -
2024 dan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 sekaligus
dimaksudkan untuk membarkan kontribusl bagl keberhasilan pencapaian
sasaran, agenda dan misl pembengunan, serta visi Indonesia 2021,
sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020 — 2024, demiian pula visi
dan mis| Komisi Pemilihan Umum,

Mengingal hal tersebul, maka semua unil keds, pimpinan dan staf
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan harus melaksanakannnya
secara akuntabel dan senantiasa berordentasi pada peningkatan kinerja.
Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan psncapalan
Vis| Renstra Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 2020 - 2024 yaitu
sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan vang akan
dicapai pada perode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran strategis untuk tujuan perama yaitu “Mewujudkan Komisi

Pamilihan Umum yang mandir, professional dan berintegritas”, vaitu ;

1. Teraksananya Pemilu dan Pemilinan Serentak sesuai dengan
peraluran perundangan-uncangan yang berdaku;

2. Tersedianya Sistemn informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang endal dan
berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pamilinan
Lirmum Kabupaten Tabanan yang barkualitas.

B. Sasaran strategis untuk mencapal Wjuan kedua yaitu "“Menyelenggarakan

Pemiu Sereniak yang demokratis, tepat wakiu, efisien dan efekti”, yaitu



1. Tarwujudnya Pendidikan Pemillh Kepamiuan dan Demokrasi untuk
saluruh lapisan masyarakat kabupaten Tabanan, dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiuan yang sesual
dengan Standar Pelayanan Publik, diserlai pengelolsan data dan
informasi serta dokumentas] pelaksanaan Pemilu berbasis teknologl
informasl vang lerintagrasi.

C. Sesaran slralegis untuk mencapal lujuen kefige yaitlu "Mewujudkan
Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Babas, Rahasia, Jujur dan
Adil", yaitu "Tenwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat
partisipasl yang tinggl disertai penyelesaian sengketa hukum vang baik.”

REN Ji TAHUNAN

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategls Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan sabagalmana telash digbarkan dalam dokumen
Rencana Stralegls Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020 -
2024 pada Tahun Anggaran 2023 disusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai

barkut :

Jumilah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tapat 1 Laporan
wakiu

* Milai Akuntabilitas Kinerja | B
Laporan E-EUE.I"I_QHI'I KEPU Kabupaten Tabanan yang 1 Laporan
akuntabsl dan sasuai dengan Standar Akunlansi
Pemerintah ) B
Persentase Keterbukaan Informasi Publik 100%
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Parsantase KPU Kabupaten Tabanan menyelanggarakan

Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuean yang
berlaku

Fersentase KPL Kabupaten Tabanan melaksanakan | 1008%
Pamilu/Pemilihan yang Aman dan Damai |

Farsentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPL | 100%
Kabupaten Tabanan

PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020 - 2024 dan Rencana
Kinerja Tahunan Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
menatapkan Parjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinarja
yvang akan dicapal pada Tahun 2023 yang dijabarkan sebagai barikul ;
1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KFU yang berkualitas
Indikator kirerja dan targel dari sasaran sirategis lersebul adaih :

Indikator kinerja Target
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi vang disusun tepat 1 Laporan |
Wwakiu
Nilal Akuntabilitas Kinerja B
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang 1 Laporan |
akuntabel dan sesual dengan Standar Akuntansi
Pemerintah
Persentase Keterbukaan Informasi Publik 100%
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2. Terwujudnya koordinasi panyelenggaraan Kepemiluan yang sesual dengan
Standar Pelayanan Publik, disertal Pengalolaan Data dan Informasl sarta

Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologl informasi yang
terintegrasi.
Indikator kinera dan target dari sasaran strategs tesebut adalah :

Persentase KPLU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan
yang berlaku

3, Terwujudnya Pamilu Sarentak yvang aman dan damal disartal penyelagalan
gangketa Hukum yang baik,
Indikator kinarja dan target dar sasaran stategis tersabut adatah

Pamsentasas KPU Kabupaten Tebanan melaksanakan
Pamilw/Peamilikan yang aman dan damai

100%

Pameniass Sengheta Hukum yang dimenangkan KPLU 100%




BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKLURAN CAPAJAN KINERJA

Institusi Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu
lembaga leknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum,
memilikl kewajiban meliaksanakan program  kerfanya sesual  dengan
parencanaan yang ferfuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan
Rencana Strategis inilah yang kemudian dijadikan indikatortolak ukur penilaian
pertanggungjawaban kinarja dalam kurun wakiu sstu tahun anggaran.

Sebagai gambaran umum prosedur svaluasinya dilaksanakan mulai
dengan menentukan pengukuran kinerja dar semua usulan programfbkegiatan
dalam Tahun Anggaran 2021 yaitu menetapkan indikator kinerja yang meliputi;
input, outcome, benefit dan impact serta penetapan capaian indikator kinerja
dengan menjumlah indikalor kineria yang dicapai dari masing-masing prograrm
kegiatan .

Berdasarkan pengukuran kinena terhadap target dar masing-masing
sasaran stratogis yang telah ditetapkan dalam dokumen Fenstapan Kinerja
Komisl Pemlilihan Umum Kabupaten Taebanan Tahun 2023, maka pencapaian
sasaran-sasaran sirategis Komisi Pemilihan Umuem Kabupaten Tabanan Tahun
2023 adalah sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang
berkualitas.

Jumiah Laporan Reformasi Birokragi 1 Laporan | 1 Lapoman 100%
vang disusun tepat wakiu

Nilal Akuntabilitas Kinerja B . -




Laporan Keuangan KPU Kabupaten | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%

Tabanan yang akuntabel dan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Persentase Keterbukaan Informasi 100% 100% 100%
Publik

Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepamiluan yang
sasuai dangan Standar Pelayanan Publik, disertal pengelclaan data dan
informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu barbasis teknologi informasi

|_yang lerintegrasi

Parsentase Kabupaten Tabanan
Mﬁlﬂw Pamillu'Pamilifan
sesuai dengan jadwal dan ketentuan
yang berlaku

100%

100%

100%

Sasaran 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai diseral
penyelesaian sengketa hukum yang baik,

Parsentase KPU Kabupaten Tabanan 100% 100% 100%
melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang
Aman dan Damai

Parsantase Sangkata Hukum yang 100% 100% 100%
dimenangkan KPU Kabupaten
Tabanan

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Bardasarkan uralan perhitungan tabel diataz, dapat dilakukan evaluasi kinerja

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tabanan Tahun 2023 sebagai berikut :

Peningkalan kualiias sumber daya manusia merupaken prioritas bagi Komisi
Pemilihan Umum sebagal penyelenggara pemilu. Sasaran Meningkatnys
Kualitas sumber days manusia FPenyalenggaraan Pemilihan Umum
digambarkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dan pengelolaan kearsipan hasil
Pemilu/Pemilihan, Jumlah laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat

wakiu dan keterbukasn Informasi publk telsh ditetapksn sasaran
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Maningkatnya Kualitae Penyelenggaraan Pamilihan Umum yang diulkur
meaialui 4 indikator sabagal barikut |

Reformasi birokrasi pada dasamya bertujuan untuk menciptakan birokrasi
pemerintah yang profesional dengan karakteristik adapiif, berintagritas,
barkinerja tinggl, bersih dan babas dar KEKN, mampu melayani pubdlk,
netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nital dasar dan
kode etk aparatur Megam. Reformasi Birokrasl merupakan salah satu
program priortas Nasional yang diturunkan dard visi Nawacita ke-2 yaitu
‘Membuat pemerintah tidak absan dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efekiif, demokratis, dan terpercaya”
Reformasi Birokrasi menjadi program proritas, sabab tanpa birokrasi
yang bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki semangat melayani,
sulit mambayangkan program-program pembangunan vang strategls bisa
memiliki manfaat dan dampak yang besar bagi masyarakat,

Untuk mendukung sasaran tersebut Komisi Pemillhan Umum Kabupatan
Tabanan menjadikan Jumiah laporan Reformasi Birokrasi yang disusun
tepal waktu menjadi salah satu indikator kinera. Definisl operasional
dalam hal inl yang dimaksud dengan Jumiah Laporan Refermasi Birokrasi
vang disusun tepat waktu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan mewujudkan pelaksanasn penyusunan laporan reformasi
birokrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam
maelaksanakan lugas sabagal panyelenggara Pemilihan Umum, Komisi
Pemiiinan Umum Kabupaten Tabanan wajib untuk menyusun dan
membuat laporan Reformasi Birokrasl dengan baik dan sesuai jadwal.
Penyusunan Pelaporan Raformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tabanan
tahun 2023 disusun oleh semua Divisl secara barsama.

Pengukuran akuntabiliias keuangan terhadap persentase Jumlah
Laporan Reformas| Birokrasl yang disusun tepat wakiu adalah sebagai
berkut :
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Dan Tabel di atas, menunjukkan babwa pencapaian indikator Jumiah
Laporan Reformasl Blrokras! yang disusun tepat wakiu telah bedalan
sangat efektif dan efisien. Efekiifitas dan efisiensi tersabut dapat dilihat
dengan terlaksananya keglatan dan capalan kineranya sesual dengan
target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun tidak tersadia
anggaran khusus untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
KPU Kabupaten Tabanan.

Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerfa di
setiap tahunnya dapat dilihat pada tabal dibawah ini :

£

Pads twhun 2019 KPU Kabupaten Tabanan mulai melaksanakan
Reformasi Birokrasi, Setelah keluamya Juknis pelaksanaan Reformasi
Birokrasi yaitu Keputusan KPU nomor 1344/0RT.04-Kpt0S/KPUAX/2019
tantang Petunjuk Teknls Pelaksanaan Reformasl Birokrasi di lingkungan
KPU ProvinsifKIP Aceh dan KPUW/KIP Kabupaten/Kota KPU Kabupaten
Tabanan melaksanakan reformasi birokrasi. DN akhir kegiatan setiap
tahunnya KPU HKabupaten Tabanan menyusun Laporan sebagai
pertanggungjawaban atas peleksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
KPU Kabupaten Tabanan. KPU Tabanan di tahun 2018, 2020, 2021,
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2022 dan 2023 telah menyusun Laporan rafarmasi birokrasl dangan tepat
waklu sshingga capalan kinedanya sebesar 100%. Sedangkan di tahun
2017 dan 2018 KPU Kabupaten Tabanan belum melaksanakan reformasi
birokrasi,

Dalam upayva meningkatkan pelaksanaan reformasi dan birokrasi, KPU
Kabupaten Tabanan selalu mengikuti Bimbingan/rapat teknis ferkait
pelaksanaan reformasi birokrasi baik yang dilaksanakan olsh KPL RI
maupun KPU PFrovinsi Bali. KPU Kabupaten Tabanan berharap agar
untuk kedepannya dapat cianggarankan khusus uniuk kKegiatan reformasi
birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan serla lebih sering
dibarikan bimbingan teknis terkall hal tersabut.

Komisi Pamilhan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel
harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya
Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran
inl dapat diukur melalul indikator MNilal Akuntabilitas Kinera. Sefalan
dengan prinsip-prinsip good govemance dan clean govermnance , Komisi
Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas
kinerja sasuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinera Instansi
Pemarintah dan Peraturan Presiden Momor 28 Tahun 2074 tentang
Sistern  Akuntablitas Kinerfa Instansl Pemerntah (Sisteam AKIP),
Kemanpan dan RE melakukan Evalussi aias Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instans| Pemerintah yang bertujuan meningkatkan
akuntabiitas alau pertanggungjaweban atas hasil (outcome) terhadap
penggunaan anggaran dalam rangka lerwujudnya pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil untuk perbaikan kinerja yang akan datang.
Penilaian akuntabilitas kinerfa menunjukan tingkat efekiivitas dan afisiensi
panpgunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualiias
pambangunan budaya kinerfa bimkrasi dan  penyelanggaraan
pemeanntahan yang berorientasi pada hasi.

Untuk itu KPU Kabupaten Tabanen menyusun perjanjian kinefa tahun
2024 dan laporan kinera lahun 2023 dan menyampaikannya kepada
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KPU Provinei dan KPU Rl serta melakukan pamantauan dan evaluasl
gistem akuniabilitzs kinera instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan
KPU Kabupaten Tabanan secara berkala.

Mengingat belum dileksanakan reviu terhadap SAKIF Komisl Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan tahun 2023 oleh Inspekioral Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga tdak bisa ditentukan
capaian kinerja dari indikator ini. Perbandingan capaian kinera indikator
Milai Akuntabilitas Kinera di setiap tshunnya dapat dilfhat pada tabel
dibawah inj :

Reviu tarhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
pertama kali dilakukan oleh Inspekioral Komisi Pemilinan Umum Republik
Indonesia di tahun 2019, Reviu SAKIP yang dilaksanakan di tabun 2019
adalah merupakan reviu SAKIP tahun 2018, Hasli Reviu SAKIP Komisi
Pamilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2018 yang dilaksanakan di
tahun 2018 mendapat nilai G. Capaien kinerfa masih belum dapat
mencapal target yanp telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena
kurangnya pemahaman Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Tabanan
terhadap implementasi SAKIP,

Menyikapi hal tersebut meka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan mengambi langkah-langkah untuk dapat meningkatkan
implemantasi SAKIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
di taehun mendatang yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan
kompetansl pangelola manajemen kinera sehingga dapat meningkatkan
nilai Implementasi SAKIF pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan salah satunya dengan menglkuti bimbingan teknis terkait
implementasi SAKIP yang dharapakan skan dilskukan cleh Komisl

Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum  Republik
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Indonesia untuk meningkatkan pemahaman Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, selain itu juga dilakukan dengan melakukan evaluasi
berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan,

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinera
sebagamana pada Tabel berikui :

T || Hal Akurind| e Hinesia L] . - Ti1-mepdn | 117,358,400 34,54

Ditinjau darl aspek akuntabllitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pada
tahun 2023 telah dilaksanakan Penilaian Akuntabiitas Kinera Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan uniuk Tahun 2022 dan Komisi
Pamilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 telah
metaksanakan mplementasi SAKIP dengan menyusun Renstra, Indikator
Kinarja Utama, Parjanjian Kinerja, dan Laporan Kinaerja Komisi Pemiihan
Umum sehingga anggaran yang tersedia telah digunakan sabesar
98 99%, Hanya sajs belum dileksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2023 oleh Inspakioral
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga capaian kinerjanya
belum dapat di nilai.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Laporan
Keuangan Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan
sesual dengan Standar Akuntans! Pemerintah adalah jumiah penyusunan
laporan pertanggungjawaban panggunaan Dana APBN Tahun 2023 yang
sesual dengan ketertuan dan peraturan Perundang-undangan yang
baraku. Cara pengukurannya adalah dar hasil penyusunan laporan



parianggungiawaban Dana APBN Tahun 2023 vang transparan dan
akuntabel.

Komisi Pemiliran Umum berdasarkan Renstra Tahun 2015-2015 maupun
Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana
Opinl BPK mefupakan pemyataan profesional pemeriksa meéngenal
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni :

1. Kesesualan dengan standar akuntansi pemerintahan;

2. Recukiupan pengungkapan;

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

4. Efekiifitas sistem peangendalian intern.

Untuk mendukung hal tersebut maka Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten
Tabanan pada renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
tahun 2020 — 2024 menargetkan Tersusunnya Laporan Keuangan Komisi
Pemilihan Umum Kabupatan Tabanan yang Akuntabel dan sesual dengan
Standar Akuntansi Pemerintah, Adapun pengukuran kinera terhadap
tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan yang Akuntabel dan sesual dengan Stendar Akuntansi
Pemarintah adalah sebagal berikut ;

I

dan sl
gengan
Stondm
Alurbarsi

———l il

Dilihat dari table diatas realisasi dari tahun 2018 sampai dengan 2023
talah memeanuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yaitu 1 Laporan. Setiap tahun
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Komisi Pemlilihen Umum Kabupaten Tabanan menyusun Laporan
Keuangan uniuk mempearanggungjawabkan anggaran yang digunakan
dalam mencapai kinerja Komigi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di
tahun tersebut. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan roviu dan APIP
Komisi Pemilihan Umum terhadap Laporan Keuangan Semesler | yang
disusun oleh Komisl Pemilihan Umum Kabupaten/®ota yang dikoordinir
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Reviu dilaksanakan 1 kali di
bulan Juli 2023. Ini menunjukkan babwa Laporan Keuangan yang disusun
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah Akuniabal dan
gasual dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Adapun pengukuran
kinarja terhadap Jumlah Laporan Keusangan yang akuntabel dan sesuai
dengan standar akuntansi disajikan pada Tabel berkut ini

Termmurrrya Laporan 1x 1 Laporan | W0W QB3RS S15.000 DE.R5TITL XL

Ditinjau  dari aspek skuntabilitas keusngan, dapat dijelaskan bahwe
pencapalan target sasaran stralegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan dengan indikator Jumiah Laporan Keuangan Komisi Peamilihan
Umum Kabupaten Tabanan yang Akuntabel dan sesuai dengan Slandar
Akuntansi dinilai sangat efektif dengan nilal capalan kinerja sebesar
99.90%.

Untuk térus manngkatkan kualitas Laporan keuangan vang di susun,
Komisi Pemifihan Umum Kabupaten Tabanan berupaya meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan
dalam penyusunan Laporan Keuangan. Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan berharap agar Komisl Pemililhan Umum Provinal
atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat memberikan
pendampingan dan bimbingan teknis setiap tahunnya kepada KPU

Kabupaten/kKota delam penyusunan Laporan Reuangan sehingga laporan
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yang disusun sesuai dengan Aturan yang beraku. Di tahun 2023 KPU
Kabupaten Tabanan melaksanakan Pangendalian Intern terhadap
laporan keuangan yang disusun. Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) adalsh pengendalian yang secara spesifik dirancang
untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan Keuangan
yang dihasilkan meripakan laporan yang handal dan disusun sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini merupeken salah salu
upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Tabanan untuk meningkatikan
kualitas laporan keuangan yang disusun,

Persantase Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang
penting karena masyarakal dapat mengontral setiap langkah dan
kebijakan yang diambil KPU sebagai penyelenggara PemilufPemilihan
dalam naegara damckras| harus seliap saal dapat dipertanggungjawabkan
kembali kepada masyarakat. Kelarbukaan Informasi publik merupakan
bagian penting dar penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk
pelayanan publik yang baik dan tepal akan memudahkan masyarakat
menuju akses informasi yang diinginkan,

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Fersentase
Ratarbukaan Informasi Publik adalah Informasi Publik vang ditampilkan di
media offline maupun online olsh KPU Kabupaten Tabanan sehingga
informasi dapat dengan mudah diakses oleh publik. Cara pengukurannya
adalah Dari hasil penyajian informasi tentang kepemiluan di lahun 2023
yang transparan akuntabel dan sesual dengan ketentuan yvang barlaku.
Pamentase ketarbukaan Informasi Publik dipublikasikan pada media yang
dimiliki oleh KPU Kabupaten Tabanan baik offine maupun onlineg,

Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu sarana digital yang dapat digunakan
dalam penyampaian informasi yang sangat efektif dan mudah diakses
kapan saja dan dimana saja.
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PLATFORM

Q
MEDIA SOSIAL s

@ o JUMIAH PERGIKUT
Instagram KPU Kabupaten Tabanan 2215
httpsdiwww.instagram.com/kpu_tabanan/
Facebook KPU Kabupaten Tabanan 2300
hreps:/f'www facebook com/kputabanan
Twitter KPU Kabupaten Tabanan 570
htep:'www.twitter.com/TabananKpu
You Tube KPU Kabupaten Tabanan 8280

https:/iwww.youtube.com/channel/UCRVDBvDjnbz_hf_E3cuZ
Oy

TIK TOK. KPU Tabanan 1393

https:liwaaw tiktolecom/ @ kpumbanan
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PPID

Selain melalui online, KPU Kabupaten Tabanan memiiki helpdesk PPID
yvang berempal di Kantor KPU Kabupaten Tabanan, Di tahun 2023
terdapat 14 permohonan deta vang masuk melalui help desk PPID. Dari
14 permohonan seluruhnya telah dipenuhi oleh KPLU Kabupaten
Tabanan.

Help desk PPID

Bagl masyarakal wyang memariukan Informasi kKepamiluan, dapal

mengajukan permohonan informasi secara online (dalam jaringan)

medalil E-PPID KPU Kabupaten Tabanan  deangan [irik
id. Ao, i



« Bl g T q-
Kegiatan Persantasa kelerbukaan Informasl Publix dapat dilaksanakan
dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas dan sarana
prasarana memadal sera Wlalitas dalam pelaksanaan pekerdaan,

JOIH

KFU Kabupaten Tabanan juga memiliki sarana penyampaian informasi
publik online berupa produk hukum terkait Pemilu dan Pemilihan yaitu
JOH KPL Ksbupaten Tabanan wyang dapal diskses maelalul link

F o e [ T NN
= — S s = =
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Parsentase Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihal sesuai tabel
barikul :

1. Pormonkuss Kolartukaan 4004 \EOM | WG | 21900000 a0 600 | MO

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase
Keterbukaan Informasi Publlk telah berjalan efektif dan sesuai dengan asas
kelerbukaan. Efektiftas dan efisien tersebut dapat dilihal dengan
teriaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerdanya sangal baik. Hal ini
berarti dalam melaksanakan ssluruh rencana kegiatan, penggunaan
anggaran dan sumber daya dapat dicptimalkan.

Palaksanaan publikasi di sefiap tahun selalu dilaksanakan melaui media
yang dimiliki KPU Kabupaten Tabanan. Perbandingan capaian kinerja dari
indikator Persentase Keterbukaan Informasl Publik dari tahun 2018 sampai
dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikul Ini

Dalam pelaksanaan keglatan Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2023

‘terdapat beberapa kendaia antara lain :

1. Terbatasnya SDM dalam pengelolaan Media Sosial,

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk membual konten
medsos (kamera, pendukung audio, komputer dengan spek untulk
desain)
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3. Minimnva SDM yang menguasal desain grafis dan video untuk
memprodieksi konten medsos

4. Subtnya mempertahankan jumlah pengikut karena kemungkinan konten
atau postingan ftentang Komisi Pemilihan Umum hanya mereka
butushkan pada masa Pemilihan saja

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut KPU Kabupaten Tabanan

melakukan upava-upaya antara lain ;

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan
kapasitas SDM sehingga Humas dalam pengeloiaan medsosnyva dapat
dimaksimalkan.

Z. Meningkatkan termss kreatifitas dan senl dalam memposting suatu
keglatan/berita serta dikemas dengan menark agar pengikut lebih
tertarik uniuk mambaca, menyukal sera mensubschba akun madia
sosial KPU Kabupaten Tabanan,

3. Admin dan Tim harus mengikufi irend yang berkembang di masyarakat
saal inl terutama |ka sasaran adalabh kaum mienial karena mereka
akan lebih tertark mengikutl akun yang kreatif namun tidak mengurangi
tujuan utama dalarm sosialisasi kelambapaan dan
Kepemiuan/Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah meneiapkan sasaran
strategls Terwujudnya koordinasl penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai
dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi
sara dokumentasi pelaksanaan Pemiu berbasis teknologi informasi yang
terinlegrasl, Sasaran inl diukur meakalul indikator
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sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Definisi operasional dalam hal inl vang dimaksud dengan Penyelenggaraan
Pamilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketenfuan yang berlaku adalah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan
Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesual dengan tahapan dan
jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tuges sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pamilihan Umum Kabupaten
Tabanan wajib untuk memastkan dan menerapkan agar seluruh tahapan
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat
dilaksanakan dengan baik dan sesusi jadwal. Pada tahun 2023 Komisi
Pemilihan Umum Kabupatan Tabanan manyelenggarakan 1 (satu) Tahapan
Pamiliihan yaltu Pemilihan serentak tahun 2024, Persentese KPU Kabupaten
Tabanan menyelenggarakan Pamilu/Pemilihan sesual dengan jadwal dan
ketentuan yang beraku berhasil dileksanakan dengan capaian kinerja
sabesar 100% sesual dengan farget jadwal dan ketentuan yeng berlaku
sabagaimana tercantum dalam Tabel dbawah ini

E i
KFU
Kt prdadn

| Tk iy

ARty




Selanjutnya, Pangukuran akuntabilitas keuangan lerhadap Persentase
KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesual
dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagal berikut

Pamsontas KPL 0% | 0N | 1008 | 3R IR 55 D00 | B8 ST 27202 | 5690

Darl Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikalor Persantase
KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesusi
dengan jadwal dan kelentuan yang berlaku telah berelan efekiif dan
efisien, Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dihat dengan

ledaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarennya tidak
terserap 100%, Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana

kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga
lercapai 100% sasaran Kinarja.

Dalam rangka mewujudkan pelakeanasn Pemilu/Pemilihan serantak Tahun
2024 yang aman, damali, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk mengukur keberhasiian
sasaran lersebut yaltu dengan Indikator

Cara mengukur indikator Parsentase Sengketa Hukum yang dimenangkan

Komisi Pemilihan Umum kebupaten Tabanan adalsh dengan
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membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan Komisi
Pamilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan jumlah total sangkata hukum.
Perbandingan realisasi pada Tahun 2023 dengan Pamilihan Umum/Pamilihan
di Tahun 2020, 2018 dan 2019 adalah tidak adanya Senghketa di Pemilihan
Bupati dan wakil Bupali Tabanan Serentak Tahun 2020, hal inl dapat diihat
pada Tabal di bawah .

Fada Pemikhan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan tidak
tardapal Sangkaeta Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Masional
terdapat Sengketa Hasil Pemiihan Umum. Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia mengeluarkan Keputusan MNomor 01/PHPU-PRES/XVINZD19
dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap gugatan tersebut.
Sehingga di tahun 2019 terdapat 1 sengketa hukum yang dimenangkan aleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan 1 sengketa yang terjadi
sehingga capalan kinerja 100%. Uniuk Pemilihan di Tahun 2018 ldak
terdapat sengketa yang diajukan oleh peserta pemilihan. Sedangkan Pada
Pemillhan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Serentak Lanjutan Tahun 2020
yang dilsksanakan di Kabupaten Tabanan pada Tahun 2020 dan 2021 tidak
terdapat Sengkseta Pemilihan. Hal ini dapatl dicapai karena komitmen dan
Integritas darl panyelenggara Pemilihan sehingga Pemilihan serstak Lanjutan
Tahun 2020 di Kabupaten Tabanan berjalan sesual dengan jadwal dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku. Selain itu juga atas
dukungan dan komitmen dar peserta Pemilihen, Badan Pengawas Pemilu
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dan seluruh pihak terkait tarmasuk masyarakat yang kooparatif dan berperan
aktif dalam mensukseskan Pemilihan di Kabupaten Tabanan dapat terlaksana
dengan aman dan damal. Sedangkan di tahun 2023 lerdapal proses tahapan
dan jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024,

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikalor Persentase Sengketa Hukum
yang Dimenangkan Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
sabagalmana pada Tabel dibawah ini :

13.735.000 B5.07%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas kevangan, dapat dijalaskan bahwa
pencapalan target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupalen
Tabanan dengan Indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan
Komisi Pamilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun sangal efisien
karena pada lahun 2023 tidok ada proses dan tahapan Pemilihan Serentak
{Pilkada).

Dalam mencapai Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damal
dicartal penyelesalan Sengketa Hukum yang balk dalam Pemilu/Pemilihan.
KPU Kabupaten Tabanan berupaya meningkatkan integritag penyelenggara
dengan memberikan Bimbingan teknis kepada penyelénggaran sampai
dengan lingkat yang paling bawsh. KPU Kaebupaten Tabanan membual
pakta Integritas untuk penyelanggara dan komitmen barsama dengan



pesarta pemilu/pemilihan dan instansi terkait untuk menyelanggarakan
Pemilu/Pamilihan secara Damai.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase KPU Kabupaten
Tebanan melaksanakan Pemilu/Pemiihan yang aman dan damai

sebagaimana pada Tabel dibawah inl :




€. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pada Tahun 2023, Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mensnma
pagu anggaran sebesar Rp. 28 385.515.000,- Realisasi anggaran kesaluruhan
di tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28,357.273232,- alau sebesar 99 .90%.
Adspun Laporan Akuntabilitas Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan Tahun 2023 ini dapat terihat pada Tabel badikut inl .

fl Kinerja Beggaran
indicator Kinarja

Birpkras! yang sy legml 1 Lagowan | 1 Laponsn 100 - - a

Milal fkiuninhilins K B B 100 1113660, 0k 111.356.400 | 98,59

Kabupsten Tabanan yang Iisporn | iiaporen | 100 | 28des5i5000| 28.357.2TREM H.ml

akuriakes dar sesui degan
Slardsr Akunband Pessciniah

Porsaningn Kmabukann
Imformas: Pubiic

Sazaran 3 | Tenwujudnys bocrdnes penyelenggerasn kapsmiluan yang sesunl dengan Standar Pelayanan Pubii,
dissrnl pangebxiian dafo dan informaed neris dokumentsd palakasraas Pemill Batanie beknoing irfe e yang

serimtegrasi.

Farsaiase KPP Kabupsien
Tahansn meryssnggeskan

PrmiuPemithsn seoml dengan 100r% 100% 100 £0.385 515,000 | 28357273232 0,004
incweal don kefenfuar yang

0% 100%: 100 21.8040.000 21500000 I'ﬂ'ﬂ.DJ

Perssriass Songbets Hukum
i dirermingkans KPLU DR 100%: 100 14 A4 B 000 375 O 05, 07
Eabupalon Tabaran
Porsarinas KPU Kabupaten
::I'ﬁ.llmm.ﬂﬂ-m 1009 100%: 1 A 3B5.EAROOD | 28357 FFX 232 04, O
[t
Ne Tohun Pagu - [
{Rp.} {Rp.) (%)

1 207 4.614.2T5.000,- 4ATT.723.004.- 80,54




2018 17.983,474.000,- 16,407 762.730.- FIRE)
2018 26.714,591.000.- 25.544.392.645 - ar.i2
2020 45.216.578.000,- 31182 514,797 - 58,58

2021 4.788,253,000,- 4770763224 - 68,63
2022 5.383.246,000,- 5.259 112328 - a7 51
2023 ZB.385.515.000 20387 273232 S5.90
JUMLAH 133.105.032.000,- 116.109.541.990,- 87,23

Tingkat capaian di tahun 2023 mengalami kenakkan dibandingkan
dengan capaian dl tahun sebelumnya. Karmena Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja
keras dan konsisten dar seluruh unit kerja sera komitmen bersama sepanjang
Tahun 2023,
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media
untuk menjawab amanah yang diberikan oloh stakehoider kepada pemerintah pada
dasamya adalah manyajikan kinerja tahunan dalam pariode perencanaan strategis
vang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan
Komisl Pemillhan Umum Kasbupaslen Tabanan dalam pencapalan visi-misl yang
tertuang dalam 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan,

Hasll capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memanuhi
fargat dan sesual dengan rencana yang ielah ditetapkan, Meskipun demikian,
kebarhasilan lidak terdepas dar komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari
aparatur Negara dan masyarakat,

Beberapa langkah ke depan vang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan antara lain adalah ;

1. Uniuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagl penyelenggara di
lingkungan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Tabanan maupun Panitla Ad
Hog, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan medaksanakan
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemiiihan.

2. Melakukan soslalizasi Pemilihan Umum dan Pemillhan dengan metode yang
lebih varialil secara aklif dan berkesinambungan, khususnya lerhadap pemilih
pamempuan, pamilih pemulas, dan penyandang disabilitas,

3, Melakukan perubahan tata kelola pengeloiaan logistik Pemilihan Umum dan
Pemilihan dar seg perencanaan anggaran, percapalan proses-prosas
pengadaan sesual keteniuan, pelaksanaan pengiriman logisfik yang cepat dan
pengelotaan pengapakan yang lebih efektif. Untuk mangatasi kekurangan logistik,
setalah pengliman loglstik ke tingkat Panitta Pemillhan Kecamatan, déaksanakan
maonitoring sekaligus melengkapi kekurangan-kekurangan logistik yang terjadi di
tingkat Panitia Pemungutan Suara atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara. Selain ftu & hari H, petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

59



Tabanan sfand by dl seliap Kecamatan dangan mambawa bebarapa form untuk
mengantisipas adanya kekurangan dan salah cetak di wilayah masing-masing.

4, GSosialisasi kepada masyarakal tenlang pendeftaran pemilih dalam pemilu dan
Pemilihan harus sampai di level yang paling bawah dan dilakukan dalam jangka
waktu yang memadal agar masyarakat calon pemilih memiliki waktu yang cukup
unluk mencema informasi dan memahami saluruh mekanlsme yang harus
dilewati agar dirinya bisa berpartisipasi aki! dan nama meareka termasulk dalam
daftar pemilih sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT,

5. Definisi politk uang harus diperjelas dan disosialisasikan kepada masyarakat
dengan disertai pemahaman tentang implikasi-impiikasi poditk wang.

8. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenal peraturan perundang-
undangan dan pentingnya sikap neifral dan profesionalisma Komisli Pemilihan
Umum, Komisi Pamilihan Umum Provinsl, Komisi Pemillhan  Umum
Kabupaten/ota, peserta Pemiihan Umum, serta masyarakat pemiih dalam
pelaksanaan pasta demokrasi.

Akhimya melalul Laporan Kinera ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan dapat
maningkatkan efekiifitas kinarja sumbar daya manuslanya.
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